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ABSTRACT 

This study examines the application of wealth redistribution principles in the 

modern economy and how Islamic teachings can provide solutions to social 

and economic inequalities. Using a qualitative approach and descriptive-

analytical method, the study analyzes QS. At-Taubah: 60 and QS. At-Taubah: 

34-35, as well as the interpretations of classical and contemporary scholars 

such as Ibn Kathir, Al-Qurtubi, and Quraish Shihab. The results show that 

classical scholars emphasize the importance of fair wealth distribution 

through zakat, which is not only consumptive but also productive, such as for 

the emancipation of slaves and the payment of debts. Zakat, infak, and waqf 

are identified as key instruments for social justice in the modern economy, 

with zakat having great potential to reduce poverty and improve societal 

welfare when managed properly. This principle underscores that wealth is a 

trust that must be distributed to those in need, including the poor, the needy, 

and those burdened by debt. The use of digital technology in zakat 

management enhances efficiency and transparency, enabling zakat to address 

economic disparities and accelerate poverty alleviation. Furthermore, zakat 

also plays a role in economic empowerment through micro-enterprise capital 

and education. 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip redistribusi kekayaan dalam 

ekonomi modern dan bagaimana ajaran Islam dapat menjadi solusi atas 

ketimpangan sosial dan ekonomi. Menggunakan pendekatan kualitatif dan 

metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji QS. At-Taubah: 60 dan QS. 

At-Taubah: 34-35, serta tafsir ulama klasik dan kontemporer seperti Ibnu 

Katsir, Al-Qurthubi, dan Quraish Shihab. Hasilnya menunjukkan bahwa 

mufassir klasik menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara adil 

melalui zakat yang bukan hanya konsumtif tetapi juga produktif, seperti untuk 

pembebasan budak dan pembayaran utang. Zakat, infak, dan wakaf 

diidentifikasi sebagai instrumen penting untuk keadilan sosial dalam ekonomi 

modern, dengan zakat berpotensi besar mengurangi kemiskinan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Prinsip ini 

menggarisbawahi bahwa harta adalah amanah yang harus didistribusikan 

kepada yang membutuhkan, termasuk fakir miskin dan orang terlilit utang. 

Teknologi digital yang diterapkan dalam pengelolaan zakat meningkatkan 

efisiensi dan transparansi, memungkinkan zakat mengatasi ketimpangan 

ekonomi dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Selain itu, zakat juga 

berperan dalam pemberdayaan ekonomi melalui modal usaha mikro dan 

pendidikan. 

 

PENDAHULUAN 

 Keadilan ekonomi dalam Islam bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan 

yang adil dan seimbang, dengan menghindari penumpukan kekayaan hanya pada 
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segelintir orang. Prinsip ini ditekankan melalui mekanisme seperti zakat dan infaq, yang 

memainkan peran penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial (Rezeki et al., 2023). 

Dalam Islam, kekayaan dipandang sebagai amanah yang diberikan oleh Allah SWT, 

yang harus digunakan untuk kesejahteraan umat. Hal ini sejalan dengan ajaran ekonomi 

Islam yang menekankan penggunaan harta secara bertanggung jawab dan tidak 

berlebihan (Amirullah & Rohman, 2024). Surat At-Taubah memberikan panduan 

tentang cara mendistribusikan kekayaan secara adil melalui instrumen seperti zakat, 

infak, dan wakaf. Ayat-ayat ini mengajak umat Islam untuk menanggulangi 

ketimpangan sosial dan ekonomi melalui redistribusi kekayaan (Hasanah, et al., 2024). 

Surat At-Taubah, terutama ayat yang membahas zakat dan infak, menunjukkan betapa 

pentingnya redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Hal ini 

tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai solusi praktis untuk masalah 

ketimpangan ekonomi (Rezeki et al., 2023). Prinsip keadilan ekonomi dalam Islam 

memiliki dimensi ganda: spiritual dan sosial. Redistribusi kekayaan melalui zakat, 

infak, dan wakaf tidak hanya berfungsi untuk kepentingan akhirat, tetapi juga untuk 

menciptakan kesejahteraan sosial di dunia (Al-Hamed, 2024). 

 Ketimpangan ekonomi dapat memicu ketidakstabilan sosial dan kemiskinan 

struktural, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam 

Islam, ketimpangan ini diatasi dengan instrumen distribusi yang adil seperti zakat, 

infak, dan waqaf (Rezeki et al., 2023). Ajaran Islam, khususnya dalam Surat At-Taubah, 

memberikan panduan praktis tentang bagaimana mengatasi ketimpangan ekonomi 

melalui instrumen sosial seperti zakat dan infak, yang berfungsi untuk mengalirkan 

kekayaan dari golongan mampu ke golongan yang membutuhkan (Zainuddin et al., 

2020). Zakat, infak, dan wakaf adalah instrumen utama dalam mengalirkan kekayaan 

dari golongan kaya ke golongan yang lebih membutuhkan. Pengelolaan yang tepat dari 

instrumen ini dapat mencegah akumulasi kekayaan yang hanya berpusat pada segelintir 

orang dan mendukung kesejahteraan sosial secara luas (Ahmad, 2022). Dalam 

perspektif ekonomi Islam, kemakmuran diukur bukan hanya dari segi materi, tetapi juga 

dari kualitas sosial yang tercipta melalui distribusi kekayaan yang adil dan 

berkelanjutan, yang mendorong kesejahteraan umat (Lubis & Sunandar, 2023). 

Penerapan konsep keadilan ekonomi dalam Islam, melalui instrumen zakat, infak, dan 

wakaf, dapat menjadi solusi praktis untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan 

menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Azlina et al., 2022). 
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 Surat At-Taubah mengajarkan keseimbangan antara hak individu untuk 

memiliki kekayaan dengan kewajiban sosial untuk berbagi dengan mereka yang 

membutuhkan, mencerminkan konsep keadilan sosial dalam ekonomi Islam (Sulistiyo 

et al., 2024). QS At-Taubah: 60 mengatur penerima zakat yang terdiri dari delapan 

golongan, yang memastikan bahwa dana zakat disalurkan dengan tepat guna mengatasi 

ketimpangan sosial. Sementara itu, QS At-Taubah: 34-35 mengingatkan larangan 

menimbun kekayaan yang dapat merugikan masyarakat dan menekankan redistribusi 

sebagai kewajiban sosial (Darajat et al., 2021). Redistribusi kekayaan dalam Islam, 

melalui zakat dan instrumen lainnya, adalah kewajiban agama yang juga berfungsi 

untuk memperbaiki ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat, dengan tujuan 

menciptakan kesejahteraan bersama (Al-Hamed, 2024). Pengelolaan harta dalam Islam, 

yang mencakup zakat, infak, dan wakaf, sangat relevan dengan upaya menciptakan 

masyarakat yang sejahtera dan adil. Ini mencerminkan bahwa kesejahteraan ekonomi 

adalah tanggung jawab bersama, yang tercapai melalui keadilan distributif (Ahmad, 

2022). 

 Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada teori dasar 

ekonomi Islam atau penerapan zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dalam 

konteks yang lebih terbatas, namun belum banyak mengkaji secara mendalam tentang 

aplikasi prinsip redistribusi kekayaan secara global (Suziraha Dzulkepli & Mohd Nizam 

Barom, 2021). Penelitian tentang hubungan antara prinsip redistribusi kekayaan dalam 

Surat At-Taubah dengan aplikasi praktisnya dalam ekonomi global yang terfragmentasi 

masih sangat terbatas, meskipun prinsip-prinsip ini dapat memberikan wawasan penting 

tentang kesejahteraan sosial secara global (Hasanah et al., 2024). Penelitian ini 

bertujuan untuk menjembatani kekurangan tersebut dengan mengidentifikasi aplikasi 

praktis prinsip redistribusi kekayaan yang terdapat dalam Surat At-Taubah dan 

mengeksplorasi bagaimana ajaran Islam dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi yang 

lebih adil di tingkat global (Emamzadeh & Reza, 2020). Kebaharuan dari penelitian ini 

terletak pada penggunaan pendekatan multidimensi yang menggabungkan aspek 

teologis, sosial, dan ekonomi, serta bagaimana pendekatan ini dapat diaplikasikan untuk 

mengurangi ketidaksetaraan ekonomi yang semakin kompleks dalam dunia modern 

(Meirison et al., 2022). 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip redistribusi kekayaan dalam 

Surat At-Taubah sebagai solusi Islam terhadap ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan 
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sosial. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan sejauh mana prinsip-

prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern, mengingat bahwa 

ketimpangan ekonomi yang semakin tajam di dunia saat ini memerlukan solusi yang 

lebih holistik dan inklusif. Riset ini akan menelaah relevansi prinsip keadilan ekonomi 

Islam yang terkandung dalam Surat At-Taubah sebagai alat untuk mengatasi 

ketimpangan dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam ekonomi Islam, redistribusi kekayaan dianggap sebagai langkah penting 

untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Zakat, infak, 

dan sedekah adalah instrumen utama dalam hal ini, yang bertujuan untuk memastikan 

distribusi kekayaan yang adil dan merata dalam masyarakat (Rezeki et al., 2023). Dalam 

Islam, pengelolaan kekayaan diatur secara sistematis untuk mencegah penumpukan 

kekayaan yang tidak adil di tangan segelintir individu. Surat At-Taubah memberikan 

pedoman jelas tentang cara mendistribusikan zakat kepada golongan yang 

membutuhkan, yang mendukung prinsip keseimbangan dan keadilan sosial (Hasanah et 

al., 2024). Redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah adalah pilar dalam 

ekonomi Islam, yang tidak hanya berfungsi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi 

tetapi juga memperkuat hubungan sosial di antara anggota masyarakat dan membangun 

solidaritas sosial yang kuat (Al-Hamed, 2024). 

 Ayat 60 dari Surat At-Taubah menjadi dasar penting dalam pembahasan 

mengenai redistribusi kekayaan dalam Islam, di mana delapan golongan penerima zakat 

diatur dengan sangat jelas, memastikan bahwa zakat digunakan untuk mencapai 

keadilan sosial dan ekonomi (Hasanah et al., 2024). Surat At-Taubah ayat 60 mengatur 

dengan rinci pembagian zakat kepada delapan golongan yang membutuhkan, seperti 

fakir, miskin, dan mereka yang terlilit utang, sehingga memastikan bahwa zakat 

digunakan secara tepat untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan 

(Ganiyev & Umaraliev, 2020). Islam tidak hanya mendorong individu untuk berbagi 

kekayaan, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas mengenai siapa yang berhak 

menerima zakat, sebagaimana tertuang dalam Surat At-Taubah ayat 60 yang memetakan 

penerima zakat secara terperinci (Jedidia & Guerbouj, 2021). Prinsip redistribusi dalam 

Islam, yang terkandung dalam Surat At-Taubah, dirancang untuk mencegah 
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penumpukan kekayaan yang tidak adil pada kelompok tertentu, dan sebaliknya, untuk 

memastikan bahwa kekayaan tersebar secara adil di masyarakat (Al-Hamed, 2024). 

 Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang 

efektif dapat mengurangi ketimpangan ekonomi secara signifikan, sebagaimana terlihat 

dalam penerapan zakat yang berhasil di negara-negara dengan tingkat kemiskinan yang 

tinggi (Zauro et al., 2020). Zakat dapat secara efektif mengurangi kemiskinan sistemik 

jika dikelola dengan benar, mengindikasikan peran penting zakat dalam mengatasi 

kemiskinan yang meluas (Fitradinata et al., 2024). Zakat berfungsi tidak hanya sebagai 

instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk mempererat solidaritas sosial 

antaranggota masyarakat, yang mendukung terciptanya hubungan sosial yang harmonis 

(Al-Roubaie, 2022). Infak dan sedekah memperluas cakupan distribusi kekayaan dan 

memainkan peran pelengkap dalam membantu mengurangi ketimpangan ekonomi, 

khususnya di daerah dengan potensi ekonomi yang rendah (Zauro et al., 2020). 

 Pengelolaan zakat yang profesional oleh pemerintah sangat penting untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas redistribusi kekayaan. Pemerintah dapat 

memastikan bahwa zakat digunakan sesuai dengan tujuan sosial-ekonomi yang 

diinginkan, yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial (Aqbar et al., 

2021). Penelitian menunjukkan bahwa melalui kebijakan publik yang mengintegrasikan 

prinsip-prinsip Islam, seperti pengelolaan zakat, pemerintah dapat memberdayakan 

masyarakat miskin dengan lebih efektif, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif 

secara ekonomi (Zainuddin et al., 2020). Program pemberdayaan berbasis zakat dapat 

memberikan dampak positif dalam membangun ekonomi, dengan membantu kelompok 

marginal terlibat dalam proses pembangunan melalui dana zakat yang diarahkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan mereka (Solihati et al., 2023). Sistem pengelolaan zakat 

yang transparan dan akuntabel untuk memastikan zakat dikelola dengan cara yang 

efisien, yang akhirnya dapat mendorong keberlanjutan dan keberhasilan redistribusi 

kekayaan dalam masyarakat (Al-Hamed, 2024). 

 Implementasi redistribusi kekayaan melalui zakat sering menghadapi tantangan, 

seperti kurangnya regulasi yang jelas dan kelembagaan yang memadai. Hal ini 

menghambat efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat, sehingga prinsip redistribusi 

kekayaan dalam Islam belum dapat terlaksana secara maksimal (Yasni & Erlanda, 

2020). Kurangnya regulasi yang kuat dan kelembagaan yang jelas dalam sistem 

pengelolaan zakat dapat menghambat efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat. 
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Solusi terhadap masalah ini diperlukan agar zakat dapat berfungsi optimal dalam 

memperbaiki ketimpangan ekonomi (Jedidia & Guerbouj, 2021). Dalam menghadapi 

tantangan tersebut, penting untuk merumuskan pendekatan baru yang berlandaskan 

pada prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Surat At-Taubah, seperti prinsip 

keadilan distributif yang mengarahkan penggunaan zakat secara efisien dan adil 

(Hasanah et al., 2024). Penelitian ini penting untuk menggali lebih dalam ayat-ayat 

dalam Surat At-Taubah guna merumuskan solusi yang dapat mengatasi tantangan dalam 

pengelolaan zakat dan redistribusi kekayaan yang lebih efektif (Zauro et al., 2020). 

 Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan prinsip-prinsip yang 

terkandung dalam Surat At-Taubah dalam konteks ekonomi modern, khususnya terkait 

dengan redistribusi kekayaan dan keadilan ekonomi (Aqbar et al., 2021). Dengan 

pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip Surat At-Taubah, diharapkan dapat 

ditemukan mekanisme yang lebih praktis dan efektif untuk mewujudkan keadilan 

ekonomi melalui redistribusi kekayaan dalam konteks sosial-ekonomi modern 

(Fayokemi & Olumilua, 2023). Penelitian ini mengisi celah yang ada dalam literatur 

sebelumnya dengan menawarkan perspektif baru yang mengintegrasikan teori dan 

praktik dalam pengelolaan zakat untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di dunia 

modern (Mukhid, 2024). 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-

analitis untuk mengkaji prinsip redistribusi kekayaan yang terdapat dalam Surat At-

Taubah serta relevansinya dalam menciptakan keadilan ekonomi. Data utama berasal 

dari Al-Qur'an, khususnya QS At-Taubah: 60 dan QS At-Taubah: 34-35, yang didukung 

oleh tafsir ulama klasik dan kontemporer seperti Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, dan Quraish 

Shihab. Sumber data pendukung meliputi literatur tentang ekonomi Islam, laporan 

lembaga zakat, dan penelitian terkini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Perspektif Al-Qur'an dan Tafsir Klasik  

 Para mufassir klasik, seperti Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, dan Al-Thabari, 

menekankan bahwa ayat-ayat dalam Surat At-Taubah menggarisbawahi pentingnya 
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kekayaan tidak hanya dimiliki oleh segelintir individu, melainkan harus didistribusikan 

secara adil. Fokus mereka pada QS. At-Taubah:60 dan QS. At-Taubah:34-35 

memberikan pemahaman berikut:  

دَقََٰت  ۞إنَِّمَا   وَ   ٱلصَّ قَرَاءِٓ  وَ   ٱلۡعََٰمِليَِ وَ   ٱلمَۡسََٰكِيِ للِۡف  ؤَلَّفَةِعَلَيۡهَا  وَفِِ   ٱلمۡ  مۡ  ق ل وب ه 
قِاَبِ  ِ وَفِِ سَبيِلِ    ٱلۡغََٰرمِِيَ وَ   ٱلر  بيِلِ    ٱبنِۡ وَ   ٱللَّّ ِنَ    ٱلسَّ ِه فَريِضَةٗ م  عَليِمٌ حَكِيمٞ   ٱللَّّ  وَ   ٱللَّّ

٦٠  
Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 

miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk hatinya, untuk 

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk 

mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, 

dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah/9:60) 

 Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa zakat adalah kewajiban sosial 

yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, menguatkan solidaritas sosial, dan 

membangun keseimbangan ekonomi. Beliau juga menyoroti bahwa zakat adalah 

instrumen wajib untuk menjaga keberlangsungan sosial dan ekonomi umat (Katsir, 

2000). Al-Qurthubi menekankan bahwa golongan penerima zakat yang disebutkan 

dalam ayat ini (asnaf) adalah representasi dari kelompok yang paling rentan secara 

ekonomi dan sosial. Tafsirnya menjelaskan bahwa zakat tidak hanya bersifat konsumtif 

tetapi juga produktif, seperti mendukung pembebasan budak dan membayar utang (Al-

Qurthubi, 2014).  

هَا   يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ۞يَ ِنَ    ٱلََّّ م  كَثيِٗرا  إنَِّ  حۡبَارِ ءَامَن وٓاْ 

َ
َٰلَ    ٱلرُّهۡبَانِ وَ   ٱلۡۡ مۡوَ

َ
أ ل ونَ  ك 

ۡ
 ٱلنَّاسِ لَََأ

 ِ ونَ عَن سَبيِلِ    ٱلبََٰۡطِلِ ب دُّ ِه وَيَص  ِينَ وَ   ٱللَّّ ونَ    ٱلََّّ هَبَ يكَۡنِِ  ةَ وَ   ٱلََّّ ونَهَا   ٱلۡفضَِّ وَلََ ي نفِق 
ِ فِِ سَبيِلِ   مفبََ   ٱللَّّ ۡه  ِ لَِمٖ    شّ 

َ
مَََٰۡ عَلَيۡهَا فِِ ناَرِ جَهَنَّمَ فَت كۡوَىَٰ بهَِا   يوَۡمَ   ٣٤بعَِذَابٍ أ يُ 

نت مۡ   ك  مَا  وق واْ  فذَ  مۡ  سِك  نف 
َ
لِۡ ت مۡ  كَنَِۡ مَا  هََٰذَا  مۡۖۡ  ور ه  ه  وَظ  مۡ  ن وب ه  وجَ  مۡ  ه  جِبَاه 

ونَ     ٣٥تكَۡنِِ 
Artinya: “34. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari 

orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang 

dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan 

orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan 

Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang 

pedih. 35. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar 
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dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada 

mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka 

rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu" (QS. At-Taubah/9:34-35)  

 Al-Thabari menafsirkan bahwa ayat ini adalah peringatan keras kepada orang 

kaya yang tidak mengedarkan kekayaan mereka dalam masyarakat. Menimbun 

kekayaan dianggap sebagai tindakan yang tidak hanya merugikan masyarakat tetapi 

juga akan membawa konsekuensi berat di akhirat (Al-Tabari, 2001).  

Perspektif Fikih dan Ekonomi Islam  

 Dalam kajian fikih, redistribusi kekayaan melalui zakat merupakan salah satu 

pilar utama dalam sistem ekonomi Islam. Baik studi klasik maupun kontemporer 

sepakat bahwa zakat adalah mekanisme yang disyariatkan untuk mengatasi kesenjangan 

ekonomi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa harta memiliki 

fungsi sosial yang harus dipenuhi. Menurut Al-Ghazali, zakat adalah sarana untuk 

"menghidupkan" harta, karena harta yang tidak didistribusikan hanya akan membawa 

kehancuran. Konsep ini menunjukkan pentingnya perputaran kekayaan di masyarakat 

sebagai upaya menghindari akumulasi harta pada segelintir orang (Al-Ghazali, 2011). 

Selain zakat, Abul A’la Maududi menjelaskan bahwa Islam juga mengatur redistribusi 

kekayaan melalui instrumen lain seperti wakaf, infak, dan larangan riba. Maududi 

berpendapat bahwa prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan keseimbangan ekonomi, 

sehingga kelompok miskin dapat mengakses sumber daya yang memadai. Pendekatan 

tersebut memberikan panduan yang lebih komprehensif dalam memastikan keadilan 

sosial (Maududi, 2000). 

 Studi-studi kontemporer memberikan perspektif baru tentang bagaimana prinsip 

redistribusi kekayaan dalam Islam dapat diterapkan di dunia modern. Kahf (1989) 

dalam penelitiannya menyebutkan bahwa zakat memiliki potensi besar untuk 

mengentaskan kemiskinan jika dikelola dengan baik. Ia juga menyoroti bahwa zakat 

dapat digunakan untuk mendukung investasi sosial yang produktif, seperti pendidikan 

dan pemberian modal usaha bagi kelompok yang membutuhkan (Kahf, 1989). 

Penelitian Hasan dan Abdullah (2008) mengevaluasi efektivitas lembaga zakat modern 

di beberapa negara Muslim. Mereka menemukan bahwa distribusi zakat kepada delapan 

golongan penerima (asnaf) secara signifikan berkontribusi dalam mengurangi tingkat 

kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil studi ini 
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menegaskan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban agama, tetapi juga solusi ekonomi 

yang nyata (Hasan & Abdullah, 2008). 

Prinsip Redistribusi Kekayaan: Perspektif Ekonomi Makro  

 Prinsip redistribusi kekayaan dalam Islam berakar pada ajaran Al-Qur'an yang 

pentingnya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Surat At-Taubah, khususnya 

ayat 60 dan 34-35, menjadi pedoman yang kuat mengenai bagaimana kekayaan harus 

dikelola untuk kepentingan umat. Pembahasan ini akan menguraikan prinsip-prinsip 

tersebut dari sudut pandang moral, hukum, dan implementasi praktis dalam ekonomi 

modern.  

Prinsip Dasar Redistribusi Kekayaan dalam Islam 

 Redistribusi kekayaan dalam Islam didasarkan pada keyakinan bahwa harta 

adalah amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. 

Prinsip ini menegaskan bahwa kepemilikan harta bukan semata-mata hak pribadi, tetapi 

juga mengandung tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi. Ajaran Islam menetapkan 

dua prinsip utama dalam redistribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan ekonomi: 

Pertama, kewajiban menyalurkan kekayaan. Islam secara tegas melarang penimbunan 

harta tanpa manfaat sosial. Larangan ini tertuang dalam QS At-Taubah:34-35, yang 

mengingatkan bahwa kekayaan yang dibiarkan menumpuk tanpa didistribusikan dapat 

menyebabkan kerusakan moral dan sosial. Penimbunan harta tidak hanya mengabaikan 

kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, tetapi juga menciptakan kesenjangan yang 

dapat memicu ketidakadilan dan ketegangan sosial. Oleh karena itu, Islam mendorong 

pemilik harta untuk menyalurkannya demi kemaslahatan bersama, sehingga harta 

tersebut membawa manfaat bagi semua pihak. Kedua, Pemerataan Ekonomi melalui 

Zakat. QS At-Taubah:60 menetapkan delapan golongan penerima zakat (asnaf), yaitu 

kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

mereka. Ketentuan ini menunjukkan perhatian Islam terhadap golongan rentan, seperti 

fakir miskin, dan menjadi mekanisme nyata untuk pemerataan kekayaan. Dengan 

adanya zakat, Islam mengatur aliran kekayaan dari mereka yang mampu kepada mereka 

yang membutuhkan, menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. 

 Kedua prinsip ini tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga dirancang 

sebagai mekanisme struktural dalam sistem ekonomi Islam untuk menciptakan keadilan 

ekonomi. Redistribusi kekayaan melalui kewajiban menyalurkan harta dan zakat 

bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan 
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untuk hidup dengan layak. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks 

sejarah, tetapi juga memberikan solusi nyata untuk mengatasi tantangan ekonomi 

modern, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial.  

Redistribusi Kekayaan melalui Zakat: Solusi untuk Kesenjangan Ekonomi  

 Zakat berperan sebagai instrumen penting dalam redistribusi kekayaan yang 

bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan keseimbangan 

sosial. QS At-Taubah:60 memberikan pedoman tentang delapan golongan penerima 

zakat (asnaf), yang masing-masing memiliki kebutuhan unik dan fungsi dalam 

masyarakat. Golongan fakir dan miskin, misalnya, menjadi prioritas utama untuk 

mendapatkan zakat demi memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik melalui bantuan 

langsung maupun modal usaha yang memberdayakan secara ekonomi. Selain itu, zakat 

juga dialokasikan untuk amil, yaitu para pengelola zakat yang bertanggung jawab 

memastikan distribusi zakat dilakukan secara transparan, efisien, dan tepat sasaran. 

 Penerima zakat juga mencakup mu’allaf, yaitu individu yang baru masuk Islam 

atau membutuhkan dukungan untuk memperkuat keyakinan mereka. Solidaritas yang 

dibangun melalui zakat kepada mu’allaf mencerminkan komitmen Islam terhadap 

inklusi sosial. Dalam konteks modern, prinsip zakat yang diperuntukkan bagi riqab atau 

budak dapat diterjemahkan ke dalam upaya membebaskan individu dari jeratan 

perbudakan ekonomi, seperti utang yang tidak wajar atau eksploitasi tenaga kerja. 

 Zakat juga diberikan kepada gharim, yaitu orang-orang yang terlilit utang, 

terutama jika utang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau 

tanggung jawab sosial. Pendistribusian zakat kepada golongan ini membantu mereka 

keluar dari kesulitan ekonomi dan kembali hidup produktif. Selain itu, zakat dapat 

dialokasikan untuk berbagai aktivitas yang mendukung kebaikan sosial melalui kategori 

fi sabilillah. Aktivitas ini meliputi pendidikan, pembangunan fasilitas umum, dakwah, 

atau inisiatif lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan. Golongan ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal, juga menjadi 

penerima zakat untuk memenuhi kebutuhan darurat mereka tanpa memandang latar 

belakang sosial. Sebagai instrumen ekonomi, zakat tidak hanya berfungsi untuk 

meringankan kesulitan individu, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi 

masyarakat. Dalam praktiknya, zakat produktif digunakan untuk pelatihan keterampilan, 

penyediaan modal usaha, atau mendukung usaha kecil yang mampu menciptakan 

kemandirian ekonomi. Lebih jauh lagi, zakat menjadi solusi untuk kebutuhan 
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masyarakat yang sering kali tidak terjangkau oleh sistem ekonomi konvensional, seperti 

penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan bagi kelompok marginal. 

 Dengan pengelolaan yang modern, profesional, dan berbasis teknologi, zakat 

memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan ekonomi saat ini. Prinsip redistribusi 

kekayaan melalui zakat, sebagaimana diatur dalam ajaran Islam, bukan hanya relevan 

secara spiritual, tetapi juga memberikan solusi praktis untuk menciptakan masyarakat 

yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif. 

Larangan Menimbun Kekayaan: Prinsip Anti-Akumulasi (QS At-Taubah:34-35)  

 Ayat QS At-Taubah: 34-35 memberikan peringatan tegas terhadap perilaku 

menimbun kekayaan tanpa memberikan manfaat kepada umat. Larangan ini bukan 

hanya seruan moral, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang sangat penting dalam 

membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Islam mengkritik keras praktik 

akumulasi kekayaan yang hanya terkonsentrasi pada segelintir orang, seperti yang juga 

ditegaskan dalam QS Al-Hasyr:7, yang mengingatkan bahwa kekayaan tidak boleh 

beredar hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah 

ketimpangan ekonomi yang sering menjadi penyebab utama ketidakstabilan sosial. 

 Sebagai solusi atas larangan tersebut, Islam mendorong perputaran kekayaan 

dalam masyarakat melalui berbagai mekanisme seperti perdagangan, investasi, dan 

redistribusi dalam bentuk zakat maupun sedekah. Kekayaan yang terus berputar ini 

tidak hanya menjaga dinamika perekonomian tetapi juga memastikan bahwa manfaat 

ekonomi dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Dalam sistem ini, zakat dan 

sedekah menjadi alat utama untuk menjaga keseimbangan sosial, memberikan 

dukungan kepada mereka yang membutuhkan, dan mencegah konsentrasi kekayaan 

yang berlebihan. 

 Dalam konteks modern, larangan menimbun kekayaan relevan dalam 

menghadapi tantangan ekonomi global, seperti ketimpangan pendapatan yang semakin 

lebar. Menimbun kekayaan dalam bentuk aset tidak produktif, seperti harta yang hanya 

disimpan tanpa diinvestasikan, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan 

memperbesar jurang sosial antara golongan kaya dan miskin. Oleh karena itu, prinsip 

Islam mendorong penggunaan kekayaan secara produktif, misalnya melalui investasi 

dalam sektor yang memberikan manfaat luas seperti pembangunan infrastruktur, 

penyediaan modal usaha bagi pelaku usaha kecil, atau inisiatif lain yang mendukung 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. 
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 Prinsip anti-akumulasi dalam Islam juga mengajarkan pentingnya keseimbangan 

antara kepemilikan pribadi dan tanggung jawab sosial. Harta yang dimiliki oleh 

individu tidak hanya dilihat sebagai hasil jerih payah pribadi, tetapi juga sebagai 

amanah yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Dengan mempraktikkan 

prinsip-prinsip ini, masyarakat dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, di 

mana setiap individu memiliki peluang yang sama untuk berkembang, sekaligus 

menjaga keharmonisan sosial.  

Nilai Moral dan Sosial Redistribusi Kekayaan  

 Redistribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya memiliki dampak ekonomis, 

tetapi juga sarat dengan nilai moral dan sosial yang mendalam. Prinsip ini mengajarkan 

bahwa kekayaan bukanlah milik pribadi semata, melainkan amanah yang harus dikelola 

untuk kesejahteraan umat. Sebagaimana tercermin dalam QS At-Taubah:103, zakat 

berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan harta, sekaligus menyatukan hati umat 

manusia. Ayat ini mengungkapkan bahwa dengan zakat, seseorang tidak hanya 

membersihkan hartanya dari sifat tamak dan egoisme, tetapi juga menyucikan jiwa 

penerima zakat dari rasa iri dan dendam, sehingga tercipta hubungan sosial yang lebih 

harmonis dan penuh solidaritas. 

 Zakat, sebagai instrumen redistribusi kekayaan, memegang peranan penting 

dalam proses tazkiyah atau penyucian jiwa. Bagi orang kaya, zakat membantu 

membersihkan harta mereka dari sifat serakah dan keinginan untuk memiliki lebih 

banyak tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain. Dengan memberikan sebagian harta 

mereka kepada yang membutuhkan, orang kaya diajak untuk mengikis rasa keserakahan 

dan meningkatkan kesadaran sosial. Sementara itu, bagi penerima zakat, proses ini juga 

berfungsi sebagai penyucian hati mereka, menghilangkan rasa iri terhadap orang yang 

lebih mampu dan menggantinya dengan rasa syukur serta kepedulian terhadap sesama. 

Selain itu, zakat juga mempererat solidaritas sosial antarindividu dalam masyarakat. 

Dalam sistem ekonomi yang adil, bantuan yang diberikan melalui zakat tidak hanya 

memberikan manfaat materiil, tetapi juga membangun ikatan emosional yang lebih kuat 

antara golongan kaya dan miskin. Masyarakat yang saling peduli dan membantu akan 

menciptakan suasana saling menghargai dan menghormati, yang pada gilirannya 

memperkuat keharmonisan sosial. Dalam konteks ini, zakat bukan hanya sekadar 

kewajiban agama, tetapi juga menjadi alat untuk memperkokoh persatuan dan 

menghindarkan masyarakat dari perpecahan akibat kesenjangan sosial. 
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 Prinsip redistribusi kekayaan ini menggambarkan betapa pentingnya peran 

moral dan sosial dalam mengelola kekayaan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan yang 

didapat harus digunakan untuk membawa kebaikan tidak hanya bagi pemiliknya, tetapi 

juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, 

diharapkan tercipta keseimbangan sosial dan kedamaian, di mana setiap individu merasa 

dihargai dan memiliki kesempatan yang setara untuk hidup sejahtera.  

Implementasi Redistribusi Kekayaan dalam Dunia Modern  

Pengelolaan redistribusi kekayaan melalui zakat dalam dunia modern telah berkembang 

pesat, beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin 

kompleks. Lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan berbagai 

lembaga zakat lainnya kini telah mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan 

transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan zakat. Salah satu 

contoh inovatif adalah penggunaan aplikasi zakat yang mempermudah pengumpulan 

dana serta memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk menunaikan kewajiban zakat 

secara lebih praktis dan akuntabel. Teknologi digital ini tidak hanya memungkinkan 

pengumpulan zakat yang lebih cepat dan tepat sasaran, tetapi juga membantu 

mengawasi aliran dana zakat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. 

 Selain itu, integrasi zakat dengan kebijakan publik semakin diperkuat, terutama 

dengan menghubungkannya dengan sistem pajak negara. Dalam hal ini, zakat tidak 

hanya dipandang sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai bagian integral dari 

sistem ekonomi negara yang lebih luas. Dengan pengintegrasian ini, zakat dapat 

berfungsi sebagai pelengkap bagi pajak yang dipungut oleh pemerintah, sehingga 

mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Sistem ini diharapkan mampu 

menciptakan efek jangka panjang dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, karena 

zakat dapat langsung disalurkan kepada golongan yang membutuhkan, sementara pajak 

dikelola untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. 

 Lebih dari sekadar memberikan bantuan langsung, zakat juga dimanfaatkan 

untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Salah satunya 

adalah dengan menyediakan modal usaha mikro yang dapat digunakan oleh masyarakat 

miskin untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil. Zakat yang disalurkan untuk 

usaha mikro memberikan peluang bagi mereka yang berada dalam kemiskinan 

struktural untuk mengubah nasib mereka dengan menjadi pengusaha yang mandiri. 

Program zakat produktif ini menjadi langkah strategis dalam mengurangi 
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ketergantungan pada bantuan sosial dan membuka peluang bagi masyarakat untuk 

berkembang secara ekonomi. 

 Selain itu, pemanfaatan zakat juga dapat diarahkan untuk investasi pendidikan, 

yang menjadi salah satu kunci penting dalam menciptakan generasi yang lebih mandiri 

secara ekonomi. Dana zakat yang dialokasikan untuk pendidikan anak-anak dari 

keluarga miskin memiliki potensi besar untuk menciptakan kesempatan bagi mereka 

untuk mengakses pendidikan yang layak, yang pada gilirannya mendukung 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya investasi dalam pendidikan, 

generasi mendatang akan memiliki keterampilan dan kemampuan yang lebih baik untuk 

berpartisipasi dalam perekonomian, memperbaiki kualitas hidup mereka, dan 

mengurangi ketimpangan ekonomi secara lebih efektif. Dengan implementasi yang 

semakin profesional dan terintegrasi, redistribusi kekayaan melalui zakat tidak hanya 

mampu mengatasi masalah kemiskinan, tetapi juga dapat menciptakan sistem ekonomi 

yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.  

Tantangan dan Peluang dalam Redistribusi Kekayaan  

 Dalam implementasi redistribusi kekayaan melalui zakat, terdapat berbagai 

tantangan yang harus dihadapi untuk memaksimalkan potensi zakat sebagai instrumen 

sosial-ekonomi. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran sebagian 

masyarakat mengenai fungsi zakat. Banyak yang masih menganggap zakat hanya 

sebagai kewajiban agama tanpa memahami potensi besar zakat dalam menciptakan 

keadilan sosial dan ekonomi. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat 

optimalisasi zakat dalam mencapai tujuan redistribusi kekayaan yang lebih luas, 

terutama bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Selain itu, meskipun banyak 

lembaga zakat yang beroperasi, masih ada beberapa yang belum mampu mengelola 

dana zakat secara efisien dan transparan. Pengelolaan yang tidak optimal ini dapat 

mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut, 

sehingga mengurangi efektivitas zakat dalam menciptakan dampak yang lebih besar. 

 Di tingkat global, tantangan lainnya adalah ketimpangan ekonomi yang sangat 

besar di beberapa negara berkembang, terutama yang tidak memiliki sistem zakat yang 

terorganisir dengan baik. Ketimpangan ini menciptakan kesulitan dalam redistribusi 

kekayaan yang lebih merata, karena tanpa adanya sistem yang solid, banyak kelompok 

yang terpinggirkan tidak mendapatkan akses terhadap bantuan yang mereka butuhkan. 

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan 
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untuk memperbaiki sistem redistribusi kekayaan. Salah satunya adalah pemanfaatan 

teknologi digital. Dengan berkembangnya platform zakat berbasis aplikasi, 

pengumpulan dan distribusi zakat kini dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, 

dan tepat sasaran. Teknologi ini tidak hanya mempercepat proses distribusi, tetapi juga 

memungkinkan zakat menjangkau lebih banyak mustahik (penerima zakat) di berbagai 

penjuru dunia. Hal ini membuka peluang besar bagi para donatur untuk lebih aktif 

berpartisipasi dalam kegiatan zakat, serta memberikan dampak yang lebih luas. 

 Selain itu, kerjasama internasional antara lembaga zakat dapat menjadi peluang 

strategis untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi secara lebih 

sistemik. Kerjasama antar lembaga zakat di tingkat global memungkinkan aliran dana 

zakat disalurkan ke negara-negara yang membutuhkan, serta mendukung berbagai 

program pembangunan berkelanjutan, seperti yang tertuang dalam Sustainable 

Development Goals (SDGs). Melalui kerjasama ini, zakat dapat berfungsi sebagai alat 

yang tidak hanya membantu individu, tetapi juga memajukan kesejahteraan sosial-

ekonomi secara lebih global, memberikan dampak yang positif dan luas bagi 

masyarakat di seluruh dunia. Dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan 

kerjasama global, redistribusi kekayaan melalui zakat dapat menjadi solusi yang lebih 

efektif dalam menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan 

memperbaiki ketimpangan sosial. 

 

KESIMPULAN 

 Prinsip redistribusi kekayaan dalam Surat At-Taubah memberikan panduan yang 

jelas dan praktis untuk menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. QS At-

Taubah: 60 menekankan pentingnya mendistribusikan kekayaan melalui zakat kepada 

delapan golongan penerima (asnaf), sedangkan QS At-Taubah: 34-35 memberikan 

peringatan keras terhadap praktik penimbunan harta yang tidak bermanfaat bagi 

masyarakat. Kedua ayat ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendorong perputaran 

harta di tengah masyarakat untuk mencegah ketimpangan ekonomi dan memastikan 

kesejahteraan bersama. 

 Instrumen zakat tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga berfungsi 

sebagai mekanisme sosial dan ekonomi yang efektif untuk mengurangi kemiskinan, 

memberdayakan kelompok yang lemah, dan membangun solidaritas sosial. Selain itu, 

zakat memiliki dimensi moral yang mendalam, membantu membersihkan hati dari sifat 
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serakah dan egois, serta memperkuat hubungan sosial antarindividu. Di era modern, 

pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi dapat 

meningkatkan efektivitas redistribusi kekayaan. Dengan mengintegrasikan zakat ke 

dalam kebijakan publik, peluang besar terbuka untuk menciptakan sistem ekonomi yang 

lebih adil dan inklusif, baik di tingkat lokal maupun global. 

 Prinsip-prinsip redistribusi kekayaan yang diajarkan dalam Surat At-Taubah 

tetap relevan hingga saat ini dan menawarkan solusi konkret bagi tantangan ekonomi 

modern. Dengan mengamalkan ajaran ini, umat Islam dapat berperan aktif dalam 

menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan penuh berkah. 
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